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• Tugas:

Melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

• Fungsi :

a. Penyusunan Kebijakan Teknis, Program, dan Anggaran di Bidang Pembinaan Hukum Nasional;

b. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan

Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;

c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan

Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;

d. Pelaksanaan Administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan

e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Menteri.



BIDANG
JARINGAN 

INFORMASI 
HUKUM

BIDANG
OTOMASI

DOKUMENTASI
HUKUM

BIDANG
PELAYANAN
INFORMASI

HUKUM

Subbidang
Pemberdayaan Jaringan

Informasi Hukum

Subbidang
Penerbitan dan Publikasi

Hukum

Subbidang
Digitalisasi Dokumen

Hukum

Subbidang
Sirkulasi dan Referensi

Subbidang
Pengolahan Dokumen
dan Informasi Hukum

Subbidang
Pemeliharaan Koleksi

PUSAT DOKUMENTASI 
DAN JARINGAN INFORMASI 

HUKUM NASIONAL

Subbagian Tata Usata

JFT
Pustakawan

Organisasi dan Tata Kerja



Tugas dan Fungsi
Tugas : Melaksanakan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Fungsi : 

a. Penyusunan Kebijakan dan Standardisasi Teknis, Program dan Anggaran Dokumentasi dan Jaringan Informasi

Hukum;

b. Koordinasi dan Kerja Sama Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;

c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

d. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan

Komunikasi;

e. Penyiapan Naskah Penerbitan dan Publikasi Hukum;

f. Pelaksanaan Pelayanan, Pelestarian Dokumen Hukum, Penyebarluasan dan Penemuan Kembali Informasi Hukum;

g. Perencanaan Program dan Anggaran Pusat;

h. Pengembangan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional; dan

i. Pelaksanaan Urusan TU dan RT Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.



Sumber Daya Manusia
Jabatan Eselon Jumlah

Kepala Pusat II a 1

Kepala Bidang III a 3

Kepala Subbbidang IV a 6

Kepala Subbagian IV a 1

JFT Pustakawan Madya 2

JFT Pustakawan Muda 6

JFT Pustakawan Pertama 10

JFT Pustakawan Terampil 1

JFT Pustakawan Pelaksana 2

Honorer 1

JFU 10

TOTAL 43







Rakornas Indonesia Maju 2019



Jokowi Minta Menteri Kumpulkan
Regulasi yang Tumpang Tindih dalam
Waktu 1 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan pembantunya di Kabinet
Indonesia Maju untuk mengumpulkan regulasi yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat investasi. 

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis
(24/10/2019). Ini adalah rapat pertama di era Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"Negara ini terlalu banyak regulasi dan peraturan," kata Jokowi.

Sumber: Kompas.com - 24/10/2019, 11.33 WIB

ARAHAN PRESIDEN



Jokowi ingin agar ke depan aturan yang berbelit-belit bisa dipangkas. 

Ini berlaku baik aturan setingkat undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga
peraturan daerah.

"Termasuk di daerah nanti Mendagri tolong digarisbawahi peraturan gubernur, bupati, wali kota yang 
masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan di atasnya," kata dia.

Jokowi ingin agar setiap kementerian dan lembaga bisa cepat bekerja mengumpulkan aturan yang 
tumpang tindih ini. Ia bahkan memberi target satu bulan. 

"Yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera
kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera rapat dua minggu lagi agar kita bisa bekerja
dengan cepat," kata dia.

Sumber: Kompas.com - 24/10/2019, 11.33 WIB

ARAHAN PRESIDEN



1.Penataan Regulasi

2.Perluasan Jangkauan Bantuan
Hukum kepada Masyarakat Kecil

3.Membangun rasa aman di 
lingkungan masyarakat melalui
pengembangan pemolisian
masyarakat (polmas)

REFORMASI HUKUM JILID II



1

2

3

Penguatan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi Seluruh Peraturan
Perundang-undangan

Pembuatan Database Peraturan
Perundang-undangan yang 
Terintegrasi

Agenda Penataan Regulasi





Pengelolaan Dokumentasi …

The Traditional Way



Pengelolaan Dokumentasi

Modern May



Zaman Old vs Zaman Now

Keluarga Zaman NOW







Mechanization, 

steam, power, 

weaving loom

INDUSTRY 1.0 Mass Production, 

assembly line, 

Electrical energy

INDUSTRY 2.0 Automation, 

computers and 

electronics

INDUSTRY 3.0 Cyber physical 

systems, internet of 

things, networkss

INDUSTRY 4.0

Industrial Revolution 4.0
… tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi

dengan teknologi siber…



Mencari dokumen hukum ?

peraturan.go.id







PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
(20 MARET 2012)

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 1999 TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

DASAR HUKUM



Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang Tertata Dan Terselenggara Dengan Baik
Dalam Suatu Jaringan Nasional Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dalam
Penyelenggaraan Ketata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bertanggung Jawab
Untuk Memenuhi Tuntutan Masyarakat Atas Dokumen Dan Informasi Hukum Yang 
Dibutuhkan;

LATAR BELAKANG

Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, 
dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu
membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum
nasional yang terpadu dan terintegrasi;



PENGERTIAN

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya
disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum
secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana
pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan
cepat;

DOKUMEN HUKUM adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang 
meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, 
monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, 
pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-
undangan;



Menjamin terciptanya
pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum yang terpadu
dan terintegrasi di berbagai
instansi pemerintah dan institusi
lainnya

Menjamin ketersediaan
dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan
akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah

Mengembangkan kerja sama yang 
efektif antar Pusat jaringan dan

Anggota jaringan serta antar
sesama Anggota jaringan dalam

rangka penyediaan dokumentasi
dan informasi hukum

Meningkatkan kualitas
pembangunan hukum nasional

dan pelayanan kepada publik
sebagai salah satu wujud ketata-

pemerintahan yang baik, 
transparan, efektif, efisien, dan

bertanggung jawab
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 Organisasi JDIHN terdiri dari :

 Pusat JDIHN; dan

 Anggota JDIHN
 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM merupakan Pusat JDIHN
 Anggota JDIHN:
 Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang 

berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:

• Kementerian Negara;
• Sekretariat Lembaga Negara;
• Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
• Pemerintah Provinsi;
• Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
• Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota

 Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
 Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang 

ditetapkan oleh Menteri

ORGANISASI



Pimpinan Instansi (Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, 
LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, 
Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota) wajib membentuk
organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya

Kementerian Negara dan Sekretariat Lembaga
Negara bertindak sebagai Pusat JDIH di 
lingkungannya

Pemerintah Provinsi bertindak sebagai Pusat
JDIH di wilayahnya

ORGANISASI



Pusat JDIHN dan 
Anggota JDIHN

wajib melakukan
Pengelolaan

Dokumentasi dan 
Informasi Hukum

dengan
menyediakan

Sarana
dan

Prasarana

Sumber
Daya

Manusia

Anggaran

ORGANISASI



1) Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang 

diterbitkan oleh instansinya.

2) Anggota jdihn menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen

hukum yang diterbitkan instansinya; 

b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat

diintegrasikan dengan website pusat JDIHN; 

c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;

e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) 

kali dalam setahun; dan

f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIHN.

Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN



Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya wajib berpedoman pada Standar

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM





PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM (10 JUNI 2019)

Standar Pembuatan Abstrak Peraturan
Perundang-undangan

Standar Pengolahan Dokumen dan
Informasi Hukum

Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional



PETA ANGGOTA JDIHN 
(KONDISI :  21 FEBRUARI 2020)

INSTITUSI Jumlah Website Utama Website JDIH
Integrasi dgn

jdihn.go.id

Kementerian
(di luar Kemenkumham)

33 33 31 30

Lembaga Negara 10 10 8 6

Lembaga Non Struktural 96 61 10 3

LPNK 34 34 26 19

Pemerintah Provinsi 34 34 32 27

Pemerintah Kabupaten 416 415 317 169

Pemerintah Kota 98 98 90 50

DPRD Provinsi 34 24 3 2

DPRD Kabupaten 415 149 11 2

DPRD Kota 93 48 1 0

Perpustakaan Hukum 399 248 5 2

Lembaga Lainnya 0 0 0 0

Unit Eselon I Kemenkumham 11 11 5 4

Kanwil Kemenkumham 33 33 33 33

Total 1.706 1.198 572 347

Persentase 100% 70% 34% 20%



Website JDIH pada Badan
Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) sebagai Satuan Kerja

Menggunakan Aplikasi Standar
Pengolahan Dokumen dan Informasi

Hukum (Indonesian Legal Documentation 
and Information System – ILDIS), versi

2019

bphn.jdihn.go.id



 Portal & Search Engine JDIHN 

 Menggunakan aplikasi integrasi JDIHN versi 2019.

 Sebelumnya menggunakan alamat domain www.Jdihn.Id

dengan aplikasi integrasi JDIHN versi 2017

 Aplikasi integrasi JDIHN versi 2019 -- > khazanah dokumen

hukum indonesia

jdihn.go.id



PORTAL JDIHN jdihn.go.id



ILDIS v 1.0

ILDIS v 2.0

ILDIS v 1.0

Aplikasi website 

(front-end)dan

aplikasi pengolahan

dokumen Hukum ada

pada 2 aplikasi

berbeda.

Aplikasi

Aplikasi website 

(front-end)dan

aplikasi pengolahan

dokumen Hukum

sudah dalam satu

aplikasi.

Aplikasi

Metadata sesuai dengan

Permenkumham Nomor 8 

Tahun 2019.

Metadata

Metadata sesuai dengan 

Permenkumham Nomor 8 

Tahun 2019 + metadata 

tambahan.

Metadata

Versi php 5.6

Versi PHP

Versi php 7.2

Versi PHP

Aplikasi Standar Pengolahan Dokumen Hukum

ILDIS v 2.0



Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan
laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH 
kepada Pusat JDIHN

Mekanisme pelaporan secara manual 
(mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) 
telah diperbarui dengan pelaporan secara
elektronik melalui aplikasi e-Reporting

Laporan disampaikan pada setiap Bulan
Desember

Pelaporan Pengelolaan JDIH 
Secara Online



JDIHN On Android



Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 15 : Kebijakan Internal Layanan
Dokumentasi dan Informasi Hukum

Indikator 33 : Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Penguatan JDIHN melalui SPBE



Peraturan Presiden No. 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia

BPHN sebagai Pusat JDIHN akan menjajagi
kemungkinan untuk menjadi Walidata
untuk Dokumen Hukum

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah 
yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan
pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta
menyebarluaskan Data

Satu Data Indonesia



Promosi / Kampanye JDIHN melalui Media Sosial

www.jdihn.go.id

@jdihnindonesia

JDIH Nasional

@jdihnindonesia

jdihn indonesia



 Aplikasi JDIH berbasis android & IOS
 Promosi JDIH melalui berbagai akun media sosial
 Kios JDIH, pojok JDIH
 Promosi JDIH melalui berbagai media (videotron, 

lampu lalu lintas, dll)
 Website JDIH dalam versi bahasa inggris
 Penggunaan digital signature pada dokumen

hukum
 Majalah JDIH

Inovasi Anggota JDIHN



Ragam Inovasi Anggota JDIHN

KABUPATEN GARUT

Kota Sukabumi Kota Sukabumi

DPRD Kab Bungo DPRD Kab Bungo

DPRD Kab Bungo



KIOSK JDIH …



Ragam Inovasi Anggota JDIHN

JDIH Kota Bandung

Kab TUBAN



Percepatan
Partisipasi
Anggota JDIHN

Sosialisasi Aplikasi ILDIS dan
Aplikasi Integrasi JDIHN

Penyempurnaan
Aplikasi Berbasis
Android & OS

Pengembangan / 
penyempurnaan Sistem
JDIHN

Kelengkapan Koleksi
Dokumen Hukum untuk
Mewujudkan Basis Data 

Nasional Dokumen Hukum

Penguatan SDM

1

2

3

4

5
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Arah Kebijakan 2020



Arah Kebijakan 2020

Kampanye / Promosi JDIHN 

Acknowledgement & Reward

Penyelarasan JDIHN dengan SPBE (Perpres No. 
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik)

Penyelarasan JDIH dengan kebijakan Satu Data 
Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia)

Jalinan Kerja Sama dengan Badan
Saiber dan Sandi Negara (BSSN) 
terkait Penggunaan Tanda Tangan
Digital (Digital Signature) atau
Sertifikasi Elektronik pada
Dokumen Hukum

7

8
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Organisasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Sumber Daya Manusia

Koleksi Dokumen Hukum

Teknis pengelolaan

Sarana prasarana

INOVASI

#LAPORAN

#INTEGRASI

JDIHN Awards



JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kementerian

• Terbaik I : Kementerian Keuangan

• Terbaik II : Kementerian Ketenagakerjaan

• Terbaik III : Kementerian Badan Usaha Milik Negara

• Terbaik Harapan I : Kementerian Komunikasi Dan Informatika

• Terbaik Harapan II: Kementerian Pariwisata

JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Negara

• Terbaik I : Badan Pemeriksa Keuangan

• Terbaik II : Dewan Perwakilan Daerah

JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian

• Terbaik I : Badan Informasi Geospasial

• Terbaik II : Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

• Terbaik III : Badan Tenaga Nuklir Nasional

JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Non Struktural

• Komisi Pemilihan Umum

JDIHN Awards 2019



JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi

Besar Dengan Jumlah Anggota > 30 Anggota

• Terbaik I : Provinsi Jawa Tengah

• Terbaik II : Provinsi Jawa Barat

• Terbaik III : Provinsi Jawa Timur

JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi Kecil 

Dengan Jumlah Anggota < 30 Anggota

• Terbaik I : Provinsi Bali

• Terbaik II : Provinsi Kalimantan Selatan

• Terbaik III : Provinsi Riau  

JDIHN Awards 2019



JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kabupaten

• Terbaik I : Kabupaten Tuban

• Terbaik II : Kabupaten Semarang

• Terbaik III : Kabupaten Garut

• Terbaik Harapan I: Kabupaten Banyuwangi

• Terbaik Harapan II: Kabupaten Bandung

• Terbaik Harapan III: Kabupaten Pemalang

JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kota

• Terbaik I : Kota Sukabumi

• Terbaik II : Kota Surakarta

• Terbaik III : Kota Bandung

• Terbaik Harapan I : Kota Ambon

• Terbaik Harapan II : Kota Batam

JDIHN Awards 2019



JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Jdihn Award 2019 Untuk Anggota Jdihn Terbaik Tingkat Perpustakaan Hukum

• Universitas Pamulang

JDIHN Awards 2019



 JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Dengan Metadata Terlengkap

• Provinsi Aceh

 JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Dengan Aplikasi Android Terbaik

• Kementerian Keuangan

 JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Dengan Laman Internet JDIH 

Dwibahasa

• Kementerian Badan Usaha Milik Negara

 JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Dengan Inovasi Sosialisasi / 

Kampanye Teraktif

• Kabupaten Tuban

JDIHN Awards 2019



JDIHN AWARDS 2019
JDIHN AWARD 2019 UNTUK ANGGOTA JDIHN TINGKAT UNIT ESELON I KEMENKUMHAM

• TERBAIK I : DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

• TERBAIK II : DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

• TERBAIK III : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

JDIHN AWARD 2019 UNTUK ANGGOTA JDIHN TINGKAT KANWIL KEMENKUMHAM BESAR DENGAN

JUMLAH ANGGOTA > 30

• TERBAIK I : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

• TERBAIK II : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN 

• TERBAIK III : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

JDIHN AWARD 2019 UNTUK ANGGOTA JDIHN TINGKAT KANWIL KEMENKUMHAM KECIL DENGAN

JUMLAH ANGGOTA < 30

• TERBAIK I : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH 

• TERBAIK II : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

• TERBAIK III : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU 



 Terbuka, Volunter

 Promosi / Kampanye JDIH

 Pameran Pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIHN

 Ajang tukar informasi dan pengalaman dalam

mengelola JDIH

 Lomba Stand Terbaik

JDIHN Expo 2019



Kondisi Terkini Pengelolaan JDIH 
di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

Instansi Jumlah Website JDIH
Integrasi dgn 

jdihn.go.id

Biro Hukum Pemerintah Provinsi 1 1 1

Bagian Hukum Kabupaten 29 29 8

Bagian Hukum Kota 9 9 2

Bagian Hukum DPRD Prov 1 - -

Bagian Hukum DPRD Kab 29 - -

Bagian Hukum DPRD Kota 9 - -

Perpustakaan Hukum 64 - -

Jumlah 142 39 11



Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jalan Mayjen Sutoyo No. 10
Cililitan – Jakarta Timur

jdihn@bphn.go.id

Reinal Saputra, S.H., M.H. (082111153549)
Diden Priya Utama, S.Kom (08128245515)
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